
BUPATI TANA TCRAJA
PROVI NSI SULA\A/ESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 16 Tatut't )nl&

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAI,I BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTA,A.N YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES.C,

BIJPATI TANA TORAJA,

Menimbang a.

b.

c.

2

bahwa piLrtang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi
karena hak untuk mclakukan penagihan sudah kedaluarsa
dapat dihapus.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) peraturan
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 20l3
tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan
Perkotaan, yang mengamanatkan bahwa ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang
sudah kadaluarsa diatur dengan peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a da;r huruf b, perlu menetapkan peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penghapusan piutang pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang sudah
kedaluwarsa;

tentang
(Lembar

Nomor 74,
onesia Nomor

Mengingat : l. LTndang-Undarrg Nomor 29 Tahun 1959
Pembentukan Daerah Tingkat ll di Sulawesi
Negara Republik Indonesia Tahur 19Sg
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind
r822);
Undang-Undang Nomor i9 Tahun 1997 tentang pcnagihan
Pajak dengan Surat Pal:sa (Lembaran Negara RepuU[k
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Repub.lik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah Cengan Undang-Undang 19 Tahu" ZOOO tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagiha;r pajak dengan Surat paksa (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2OOO Nomor L2g,

Iillrl:n"" 
Lembaran Irlegara Republik Indonesia womoi 

*
3 Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2009 tentang pajak

Daerah dan Retribusj Daerah (Lembaran Negara n.prUtit
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahin Lembaran
Negara Republik Indone sia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Oll tentang
Pembentukan peraturan Ferundang_undangan (Lembarai
Negara Republik Inc.lonesia Tahun 2OI\ Nomor g2,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234\;
S. U"ra..,g-U.rarng Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 N<-rmor 244, Tambahan Lembaran Negara

n.p"Ufif. Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

;;il;;. kali terakhir de'rgan Undang-Undang Nomor 9

Tahun'20 15 tentang Per.rbahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 'I'ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia T3h-"" 2015 Nomor

ii, famUaf,an-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679l,;
6. Peraturan Pemerintah Nr-,mor 14 Tahun 2005 tentang Tata

Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran

Negara nlputtit lndonesia Tahun 2005 Nomor 31'

Tairbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6s2l;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tallun 2005 tent
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun
2013 tentairg Pajak Burrri dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun
20 1 3 Nomor 04 0).

9. Peraturan Daera.h Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun
2016 terltang Pemben'.ukan Can Susunan Organisasi
Perangkat Daerah;

MEMUTLISKAN :

M ene tapkan PERATURAN BUPATi I'ENTAI'IG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK BUIII DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN YANG SUDI\H KEDALUWARSA. /A

BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang drmaksud dcngan :

1. Daerah ada.lah Kabupaten 'lana Tora..;a.
2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyerenggara

Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
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humi dan/atau bangunan Yang
kan oleh orang Pribadi atau badan

kecuali karvasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan'

perhutanan dan pertambangan r--^,^ r^-
1 0. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perarran

pedalaman.
f r 'nr.rg.r.rr" adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara

tetap pada tanah dan/atau perairan pedalarnan'

12. Obj;k'pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi

dan/atau Bangunan yang diniliki, dikrrasai, dan/atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau 
-badlan, 

kecuali karvasan yang digunakan untuk
kegia-tan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambanga

13. Sulbjek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang
pauaai ataru badan yang secara n)'ata mempunyai suatu_hak atas bumi
ian/ata. memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai,
dan/atau memperolel" manfaat atas bangunan.

I4.Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
sclinjutnya disebut wajib pa.lak adalah orang pribadi atau badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh
manfaat atas Bumi dan/at.lu Bangunan.

15. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor objek
pajak yang terdiri dari : Nomo: Kode provinsi, kode Kabupaten,
Kecamatan, Kelurahan/Desa, Blok oblek dan Nomor urut ob;ek pajak.

17. Paj ak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saa
dalam masa pajak, dalarn tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan
dae,'ah.

18. Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bum: dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disingkat SSPD PBB-?2, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yarrg telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara. lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang l,aj ak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaarr yang selanjutnya disingkat SPff PBB-P2 adalah
surat yang digunakan untuk me:nberitahukan besarnya PBts-P2 yang
terutang kepada wajib pajak.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Brrmi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
terutang. 

LB lrlcrrcr) LuKa, oesarnya Jumran PoKoK paJaK t""frOL
2 I . Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
dalam penerapan ketentrran terterrtu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah yang terdapar dalam SppT, SKPD pBB-p2,
STPD PBB-P2, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan
Keberatan.



22. Surat KePutusan
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Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan

terhadap SPPT, SKPD PBB-P2, Surat Ketetapan
atau terhadap pemotongan atau pemungutan

Pajak Daerah lebih baYar
oleh pihak ketiga Yang

diajukan oleh wajib Pajak.
23. pulusan Banding adajah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding

terhadap surat k-putusan keberatan 1'ang diajukan oleh wajib pajak'
24. Piutang Pajak Bumi dan Bangrrnan Perdesaan dan Perkotaan yang

selanjulnya disebut Piutang PBB-P2 adalah Piutang yang timbul atas
pendapatan pajak sebagaimarra diatrtr dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir
periode Iaporan.

25. Penelitian setempat adalah se.angkaian kegiatan yang dilakukan untuk
menilai keadaan sebenarnya di tempat.

26. Penelitian Administrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan di
Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk
menilai kelengkapan administrasi.

27. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak.

28. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oieh pejabat untuk menegur
atau memperingatkan wajib pajak untuk mehrnasi utang pajaknya.

BAB II
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 2

Pasal 3

(1) Hak urrtuk melakukan penagihan pBB-p2 menjac-li kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak,
kecuali apabila wajib pajak melakukan :indak pidana dibidang pirp^1"kon
daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagainana dimaksud pada ayat (l)
tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dan

tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teg

dimaksud pada ayat (2) huruf a, ke
tanggal penyampaian Surat paksa tersebut.

(4) P-engakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b adalah waiib pajak dengan kesadarannya menyatak'ar masih
mempunyai utang pajak dan belrrm dilunasinya kepada pemerintah
daerah.

(5) P^engakuan utang secara tidak rangsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf t' dapat dil<etahui dari pengajuan per:rohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak. 

,fr,

TATA cARA PENGHAPUSAN PII?iABNIJ PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DP,N PERKOTAAN YANG SUDAI{ KEDALUWARSA

( 1) Bupati dapat menghapus piutang pajak dika re nakan tidak bisa tertagihdan/atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak uirtuk merakukan
penagihan sudah kedaluwarsa.
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(2) Perrghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Badan.

(3) Permohonan usulan penghaprrsan Piutang sebagaimana dimaksud pada
ayaL l2l paling sedikit memuat:
a. nomor objek pajak;
b. nama dan alamat wajib pajar;
c. jumlah piutang pajak;
d. tahun pajak; dan
e. alasan Penghapusan Piutang Pajak.

(4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) adalah piutang pajak yang tercantum dalam :

a. SPPT PBB-P2 /SKPD PBB-P2 /STPD PBB-P2;
b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan

Putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak 3,ang harus dibayar
bertambah; atau

c. Objek pajak berdasarkan penclitian tidak termasuk kriteria objek pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

(5) UsulanPenghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh :

a. Bupati untuk jumlah sampai clengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar
rupiah;; dan

b. Bupati dengan persctujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tana Toraja untuk jun-.lah lehih dari Rp. 5.000.000.000,-
(lima milyar rupiah).

Pasal 4

(I) Piutang pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data tu
PBB-P2 yang tidak bisa tertagih dan/atau yang tidak mungkin ditagih I

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang salah satunya disebabkan
karena :

a. Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau
meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak
mempunyai ahli waris atau hhli waris tidak dapat ditemukan;

b. Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta
kekayaan lagi;

c. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
d. Wajib pajax tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti

dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau
tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapa
dihinciarkan seperti bencana alam dan lain sebagainya; atau

e. Sebab lain sesuai hasil penclitian.
(2) Piutang PBB-P2 wajib pajax badan yang menurut data tunggakan PBB -P2

yang tidak bisa tertagih dan/ atau yang tidak mungkin ditagih lagi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang salah satunya disebabkap
karenar .-
a. Wajib pajak bubar, likrridasi atau pailit dan pengurus, direksi,

komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang
dibebani untuk melakuhan pembe;esan atau likuidator atau kurator
tidak dapat ditemukan;

b. Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta
kekayaan lagi ,

c. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
d. Wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti

dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap arau
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tidak dapat ditelusuri Iagi disebzrbkan keadaan yang tidak dapat
dihindarkan seperti bencana alam dan lain sebagainya; atau
Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 5

(l) Wajib pajak atau piutang PBB-P2 yang'.idak bisa tertagih dan/atau yang
tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib
dilalcukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas
yang hasilnya dilaporkan dalam laporan hasil penelitian;

(2) Penelitian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan
terhadap piutang PBB-P2 sebagaimana dinraksud dalam Pasal 4 ayat (l)
huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan ayat (2) huruf a, h'rruf b, huruf d,
huruf e;

(3) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan
terhadap piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l)
huruf c dan ayat (2) huruf c;

(a) Wajib pajak yang akan dilakukan penelitian seternpat atau penelitian
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (t) ditatausahakan dalam
daftar piutang PBB-P2 yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi;

(5) Penelitian setempat atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan untuk masing-masing wajib pajak atau
kolektif untuk masing-masing Desa/ Kelurahan atau Kecamatan.

(6) Penelitian setempat atau penelitian administrasi secara kole
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan terhadap wajib
pajak I piutang pajak ya;rg :

a. data. administrasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan/ tidak dapat
ditelusuri lagi; atau

b. terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l)huruf d dan ayat (2) hurufd;

c. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) hurufc;

d. Sebab lain, seperti objek palak tidak termasuk objek Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

(7) Laporan hasil penelitian sebagaim:na dimaksud pada ayat (1) harus
menggambarkan keadaan wajib pajak arau piutang PBB-P2 yang
bersangkutan sebagai dasar untuk rnenentukan besarnya piutang PBB-
yang tidak bisa tertagih dan / atau tidak mungkin ditagih lagi dan
diusulkan untuk dihapus.

Pasal 6

(l) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (7), Kepala Bidang Pajak Burnr dan Bangunan / BPHTB menJrusun
daftalrsulan penghapusan piutang PBB-P2 yang tidak bisa tertagih
dan/atau yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa untuk rnasing-masing Desa/Kelurahan atau
Kecamatan paling lambat pada akhir tahun kelender.

(2) Daftar usuian penghapusan piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada 
-

ayat (1) disampaikan ke Kepala Badan, L
(3) Kepala Badan menyampaikan permohonan daftar usulan penghapusan

piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada
akhir tahun kelender kepada Bupati.

(4) Bupati menetapkan daftar penghapusan piutang PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dengan Kcputusan Bupati.

e
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penemPatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal cG Fabruart

uPATrrANA TOR JA,0h

aor0'

CODEMUS BIRI KANAE

Diunda.egkan di Makale
pada tanggal ti lobruat i Ji 18'

SEKRSTA S DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

SEMT'EL T E BURA

BERITA D KABUPATEN TANA TORAJATAHUN2OIS NOMOR IO


